Daiam penyelenggaraan pemea‘miahan
| bukan erupakan i:ujuan namun_hanya

"'_;'fyang'ba_ga_ "éna yang. mgm diwujudkan.
5 ""f.‘Seteiah di e‘iahu; masyarakat yang bagaimana
" yang dicita-citakan, dapatlah dicari sistem
“hukum yang dapat membawa rakyat ke arah
- irakat yang dlclta c;takan dan sekaltgus

“dapat "dltentukan politik _hukum 'yang
_'_‘_bagatmana yang dapat menclptakan S|stem
. f”hukum yang dlkehendak; tersebut

Dalam perspektlf pemenntahan d; iingkat
lokal, pembentukan peraiuran daerah bukanlah
~sebuzh:prosesiyang sematasmata hanya
menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga
...menjadi sebuah peraturan, melainkan satu
peker;aan yang -rumit dan penuh pemikiran
.yang mendaiam untuk merancang sebuah
... keadaan pada masa yang ‘akan datang melalui
. seperangkat aturan sekaligus mempr@dikakan
~_segala sesuatu sumber daya yang dibutuhkan
- untuk efekiivitas pencapaian tujuan peﬂgamran
tersebut

“Pada 'saatkita sedaﬂg menyusun
pera’turan perundang-undangan, iermasuk di

» '_.:_dalamnya adalah menyusun " perd ]
.. Satjipto Rahardjo mengingatkan pada kita
_..-semua bahwa hukum tidak berawal dan hukum
~itusendiri, meiamkan berawal dari manu3|a dan
kemanusnaan3 Dengan de'm:klan yang
B menentukan karya kita di badang pembentukan

~ peraturan perundang- undangan (legislasi)

: 'Pr_of Dr.

adalah determinasi bahwa “hukum ‘adalah

““untuk manusia. Artinya adalah bahwa manusia
Cidan: kemanusnaan menjadl tujuan: yang utama
H idalam proses proses tersebut S

Pada sisi_lain, apabila k;ta tadak

" _:"'menggunakan parad:gma ini, maka hukum

yang akan menjadi wacana pokok dan
kemanusiaan hanya akan men;_adya_s_;e_spnes
belaka. Peraturan perundang-undangan

““haruslah dimaknai lebih daripada sekedar
~“hukumyang teriulis, tetapi haruslah menjadi
nhukum ‘yang -hidup dan“berhati nurani.

Peraturan perundang-undangan tidak berada

~dalam ruang hampa; tidak bersifat esoteric,

melainkan berada dalam ruang kehidupan
sosial yang penuh pergulatan kemanusiaan

dankKemasyarakatan dalam lingkungan
-_ geopomzk dan geosu‘axegls yang-dinamis.

~Pada %aﬁaka’mya pembuaﬁaﬁ perda adaiah '
eruah proses memben bentuk terhadap
sejumlah keinginan dan pemberian bentuk
tersebut dirumuskan melalui bahasa ke dalam

1 Paper disampaikan dalam acara Badan Pembinaan Hukum Nasional, 7 Juni 2017 di Palembanag.

2 Prof. Dr. Zudan Asif Fakrulloh, S.H., M.H. Guru Besar Bidang limu Lembaga dan Pranata Mukum. di Program Pascasarjana Ul, UNDIP,
UNS, Untag Surabaya, Untan Pontianak, Univ. Borobudur Jakarta, Univ. Jayabaya Jekarta dan STiH Iblam Jakarta. Sehari-hari bekerja di
Biro Hukum: di Kementerian Dalam Negeri dan Keiuz Program Dokier limue Hukum Universitas Borobudur Jakaria.

3 Prof. Dr. Satiipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UK] Press, 2006, him. 55,




ke dalam norma adalah tahap akhir.dari suaiu
proses panjang penyusunan perda. Proses ini
dapat disebut sebagai proses transformasi

Tahap kedua diusahakan agar _'kemgtnan
‘perorangan men}adl kemglnan suatu gclongan‘- _
~atau kategori sosial. Tahap ketiga menjadikan'-- T
kemgman perorangan yang-sudah. menjadi:
keinginan -umum  itu - menjadi urusan®

pemerintah. Hal ini adalah tahap untuk
menjadikan keinginan umum tersebut sebagai
problem. Tahap keempat adalah pengakuan

. golongan-golongan politik, bahwa problem

tersebut adaiah ‘urusan yang membutuhkan

"'_campur tangan pemermtah Tahap kelima
_adalah menempai‘kan probiem tersebut dalam
" agenda pembuatan peraturan perundang-
' undangan. Tahap keenam adalah proses

'pembuatan!perumusan peraturan perundang«
) f__undangan“ o

‘Dalam proses transforma& m;iah maka

-...:-sermg ierjadi-kesenjangan ‘antara. apa yang

dipikirkan dengan-apa yang muncul dalam

. lulisan/norma. Pertanyaan mendasarnya
adalah apakah “bahasa dan norma yang
~dituliskan itu mampu mewadam keseiuruhan
""plklran dan’ peralaku yang mg_l_n_ Kita
' sampalkan’?”' i

Menurut pendapat saya bahasa dan

- ":.-norma yang dituliskan tersebut selalu akan
-berpotensi menuai kegagalan karena adanya
. berbagai - keterbaiasan baik karena

ketidakuiuhan saai perumusan maupun karena
fidak fertampungnya seluruh makna, pikiran

- dan perilaku ke dalam bahasa dan norma. Gleh

karena iiu, menurut saya secara akademis tidak
tepat apabila sebuah peraturan perundang-

. undangan dianggap selalu sudah jelas. Selalu
" ada ruahg-ruang bagi ahimya perda yang tidak

sempurna aiau terdapat pasal-pasal yang tidak

Tahap g_eg‘tama"’daﬂ_pmses tersebzzt adalah. ]

_m_rm@mgm@t@ﬁuﬂg,ﬂ.ﬂeiuﬂmjammammaﬁ,,,,, e AMPY. mengakomodic seluruh kepentingan. 1

para stakeholders.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah,
terdapat beberapa pertanyaan penting yang
. sebagai. arah untuk

kondisi yang kéri diatur?
'@ngapa kita perlu mengatur’?
apakah tujuan kita mengatur?

-~ apakah fungsi aturan tersebut?

Apakah dengan pengaturan tersebut
masalah yang ada dapat diselesaikan?

Pertanyaan yang pertama bersifat
futuristis, pertanyaan kedua' bersifat filosofis

dan pertanyaan yang ketiga, keempat dan

kelima lebih bers:fat praktls Pembentukan
Peraturan Daerah dalam arti sebagal norma
hukum positif pada haklkatnya merupakan

norma. pelengkap dan norma-norma yang

sudah ada, yaitu norma agama norma
kesopanan dan norma kesusilaan. Norma
hukum dtbutuhkan untuk melengkapl tiga

norma yang lain karena norma hukum ini dapat

membenkan sankm yang bssa d;par(sakan oleh

‘negara, bersifat eksternal dan _dapat

memmbuikan efek jera. Sedangkan sanks; dan
norma. agama, norma kesopanan dan norma
kesusilaan ber51fat individual, tergantung pada
derajat masing-masing individu, dantidak dapat

_Zdlpaksakan oieh negara.

Kedudu%&an Perda daiam Peiaksanaaﬁ
Otonomi Daerah’ -

Dalam pembentukan Peraturan Daerah
kita harus memperhatikan semangat dan
konstruksi yang ada dalam UUD 1945 dan
penjabarannya daiam berbagai peraturan
perundangan. Konstruksi penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan otonomi daerah di

* Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab

V| yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 1885,
Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut

4 IYAnjeu dalam Satjipto Rahardjo, 1bid, him. 81.
4 Bunyi selengkapnya Bab Vi tentang Pemerinizhan Daerah;
Pasal 18

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dlbagl aZas daerah-dagrah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerab, yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendirf urusan pemerinighan menurut asas otonomi
dan fugas pembantuan.




- ::'_.:_merupakan satu _kesaruan pengaturan yang

e :-:menpuu buaundn JDE
-f:terhadap keanekaragaman dan keastgmewaan
'-_daérah;:dan-- kerangk s_iste_m- otonomi._; A

Berdasarkan konstruksa dalam_UUD 1945

“dan bertanggung }awab.‘" S

Dan konstruksn yangterdapatdalam Pasa[
.18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 maka
;a__,ak kewenangan dan kewapban untuk
mengaturdan mengurus. rumah tangga daeran
.. debih. dlarahkan ‘pada pemenuhan kepentingan
0 masyarakat Sebagaz penjabaran Pasal 18, 18A
...dan..188, maka Undang-Undang Nomor 32
. Tahun 2004 menggariskan bahwa.maksud
pemberian otonomi daerah adalah memacu

. kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan
" hasil-hasilnya” serta - meningkatkan
'pendayagunaan po’tensu daerah Secara optama[
“dan terpadu dalam rangka menmgkatkan
_kesejahteraan rakyai menggaiakkan prakarsa

" dan peran serta aktif masyarakat dalam
+ penyetenggaraan otonomi daerah secara luas,
""nyata dan” bertanggung jawab serfa

nierintatan; pe?i‘g&k(féﬁ"‘ :

;-!pada Pasai 7 ayat (1) huruf € met:putl

_":fj'_;bersama dengan

SETRA o o

: ““Pérém“ran _...;emi’i”déh"g £y angar‘i*‘"ﬁ’“ Firdonesia
teiah dlamanatkan dalam ketentuan Pasa! 7
‘ .---ayat (1 ) Undang—Undang Nomor 10 tahun 2004,

Peraturan Daerah sebagaamana d:maksud

'_-dewan perwakflan rakyat da f'rah provmsz
gubemur

b Peraturan Daerah kabupatenlkota dlbuat

-~ oleh dewan -perwakilan rakyat daerah
kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

.:C.. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat,

- dibuat oleh badan: perwakilan: desa: atau
. hama-lainnya bersama dengan kepaia
- desa atau nama‘lainnya. :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan

“selain sebagalmana dimaksud pada Pasal 7
ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyaf
“ kekuatan “hukum * ‘mengikat “sepanjang
~“diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
- “undangan yang lebih tinggi. -Jenis Peraturan

Secara norma’uf jen_is dan huerarki

~ memperkuat persatuan dan kesaiuan bangsa,
-..:.—_pemngkatan pelayanan pubilk dan daya salng
b daerah

"::Perundang undangan selain dalam ketentuan
-[nl antara lam peraturan yang d;keiuarkan oleh

{3) Pemermtahan daerah prcwmsn daerah kabupaten dan kota memiliks Dewan Perwak!lan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
malui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupatl, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten; dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan oionomi seluas -luasnya, keouali urusan pemer;ntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.

(6} Pemerintahan daerah i}erhak meﬂetapkan peraturan daerah dan peraiuran peraturan [am untuk meiaksanakan otonami dan ugas
pembantuan P

(7YSusunan dan tata cara penyelenggaraan ;}emenntahan dasrah diatur dalam undang-undang

Pasal 14~

{1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan perneiintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten
dan feota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

2)Hw:nmgan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah diatur dan dllaksanakan secard adil dan selaras berdasarkan undang-ungang.

Pasal 18B .

(1) Negara mengakui dan menghormaii satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa vang diatur dengan
undang-undang.

{2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beseria hak-hak fradisionzinya sepanjang masit hidug
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dar prinsip Negars Kesatuan Republik indonesia, vang diatur dalam sndang-undang.




+:Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan

Tahun 2004 teniang:Pemerintahan Daerah

w-ofepWakliian:Rakyat, Dewan Ferwakiian traeran,

- “Mahkamah Agung, Mahkamah Konsfitusi,

' Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indenesia,

Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi
< yang setingkat.yang - dibentuk-oleh undang-
undang atau pemerintah atas permtah undang-
. undang, Dewan Perwakitan Rakyat Daerah

Provinsi, Guber_nur'Dewan Perwakslan Rakyat

undangan adalah sesuai’ dengan ‘hierarki
".--.sebagatmana__d;ma_ksud pada Pasal 7 ayat (1)
UU Nomor. 10 Tahun 2004. Dalam hal ini yang
- dimaksud . dengan h[erarkt - adalah

o penjenjangan .setiap jenis | S T

' Perundang- undangan yang didasarkan pada
asas bahwa peraturan’ perundaﬁg undangan

+.-yang"lebih rendah ‘tidak-boleh ‘bertentangan

"+ 'dengan Peraturan Perundang undangan yang

“*1ebih tinggi.

“Kewenangan-Kepala Daerah dalam

“L.opembentukan perda- secdra‘ eksplisit

“dinormakan dalam Pasal 25 huruf b, ¢ dan d
dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
.. Pemerintahan Daerah. Dalam norma tersebut

- Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk

mengajukan rancangan perda, meneiapkan
- perda yang telah mendapat perseiujuan DPRD,
. menyusun dan mengajukan rancangan perda
- tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas
dan d;tetapkan bersama. Selain itu, dalam Bab
Ketentuan. Umum. F’asai 1 angka 5 UU Nomor
32 Tahun 2004 diamanatkan bahwa dengan
berlakunya otonomi daeran maka daerah
diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemermtahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Makna kata mengatur adalah
bahwa daerah diberikan keleluasaan untuk
merencanakan, menyusun dan
mengimpiementasikan  aturan  uniuk
menyelesaikan masalah dan memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pemeriniahan
dengan berbasiskan pada politik hukum
nasional yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD
1845, NKRI, dan Bhinneka Tunggal lka.

Otonomi daerah sebagaimana iercantum
dalam definisi Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32

.. d:periukan sebapai

- adalan hak, wewenang, dan kewajibah daerah
- otonom untuk mengatur.dan mengurus sendiri

urusan ‘pemerintahan:dan.kepentingan

... masyarakat setempat sesuai, .dengan peraturan
. .perundang- undangan Kewenangan ini
- ;membenkan ruang keieiuasaan dan apresiasi
.. kepada_ daerah untuk mengaiur seluruh
. peﬁyefenggaraan pemenntah pembangunan
....maupun kehidupan sosial ekonomi ‘masyarakat
....agar dapat berjalan. lebih baik dengan
..__memperhatlkan seluruh poten5| daerah .yang
~_ada. Dalam mewujudkan . pengaturan
'J_"_penyelenggaraan ‘Pemerintah. Daerah,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat yang lebih bertanggung

"-'jawab diperltikan landasan hukum berupa

peraturan daerah | maupun peraturan yang lain,

“singkatnya, keberadaan Perda merupakan
‘syarat'mutlak dalam rangka melaksanakan
~kewenangan. Selain itu otonomi daerah’ juga
- sebagai amanat UUD- Negara RI Tahun 1945

merupakan momentum yang tepat untuk

i mencsptakan hukum yang Eeb;h sesual dengan
4 konteks lokal. .

 Oleh karena ltu Peraiuran Daerah
mstrumen untuk
mewujudkan tujuan. pembangunan daerah.

-Dengan demikian pembangunan hukum di

daerah akan selalu menjadi tantangan bagi
para pemimpin di tingkat iokal agar dapat
mewujudkan pembangunan hukum vang

~_sesuai dengan _kebutuha_n penyelenggaraan
. pemerintahan dan sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh masyarakat, yaitu tercapainya
tujuan otonomi daerah yang meliputi:

1. menciptakan kesejahteraan.

2. mendukung proses demokrasi di tingkat
lokal.

3. meningkatkan daya saing daerah, dan
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum
daerah merupakan sesuaiu yang terintegrasi
dengan sistern Otonomi Daerah. Hal ini sebagai
konsekuensi dan sistem Otonomi Daerah itu
sendiri yang bersendikan kemandirian
{(zefstandigheid) dan bukan merupakan suatu
bentuk kebebasan suatu satuan pemerintahan
yang merdeka (onafhankelijkheid) penuh.
Kemandirian itu mengandung arti bahwa
daerah berhak mengatur dan mengurus urusan




: Perundang-undangan,
- ‘Peraturan Daerah-adalah- seluruh materi

_embaﬁgunan substansa hukum d: daerah

-adalah sebuah konsep komprehensif yang

f.,-men;adl tujuan bersama dari seluruh stake
-holders-. pembangunan hukum ‘daerah.

Sehmgga terwujudnya- koordmas; antara

seluruh stake holders di dalam mewujudkan
o produk hukum daerah yang sesuai dengan
) tuan peraturan perundang undangan

i deng I tetap memperhaiikan substansi dan

::':"'f.Deraturan tersebut agar tidak tumpaﬂg tindih
“dan tidak’ terjadl lnkon51sten3| peraturan
;'_f'-_-perundang undangan ‘\1

Menurut Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun
.--___-4-_2004 tentang Pembentukan Peraturan
~-materi---muatan

- ~muatan dalam rangka penyelenggaraan

-..otonomi.daerah -dan:tugas pembantuan. dan
~omenampung kondisi -khusus daerah seria

. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
~.undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan
" ketentuan di aias, Pasal 136 ayat (3) UU Nomor

** 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

_membeﬂkan ruang !mgkup materi muatan
':: perda sebagai p@ﬁjabamn peraturan yang lebih
~ tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah.

'jPerda dzlarang bertentangan “dengan
) kepentmgan umum dan atau peraturan

“perundang- undangan yang lebih tinggi (Ayat

~4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan
dengan i:nertentangan dengan kepentingan
umum adalah kebijakan yang mengakibatkan

P pa_lak dan’ re_rlbusa daerah dan darl tahun 201 0
I sampal: dengan Maret 2011:tetah ‘diklarifikasi
7514 perda: yang

--dlcabut

© 0N ® o

lakt péngawasan 8
'__terhadap Perda,

wekomendas:kan untuk __ '

 Materi muatan P_efda dalam rangka

"lf"'penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan kiranya dapat diarahkan agar

: ':dap_at mewujudkan: {tujuan otonomi daerah di
“-atas, maka pembeniukan perda haruslah dapat

membingkai dan memberikan pedoman
kepada pelaksanaan urusan pemerintahan
yang bersifat wajib maupun yang bersifat
pilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal

13 dan 14 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu,

‘pembentukan Perda harusiah dipri_orita‘skan

uniuk melancarkan urusan-urusan tersebut.
Pendek kata, haruslah dibentuk perda-perda
sebagai penjabaran atau pembingkai urusan

- ~pemerintahan yang terdiri dari: -

1. Perencanaanda
pembangunan .

2. Perencanaan, " pemanfaatan dan
pengawasan tata-ruang-

Penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakai

Penyediaan sarana dan prasarana umum
. Penanganan bidang kesehatan
Penyelanggaraan pendidikan -
Penanggulangan masalah sosial -
Pelayanan brdang ketenaga%{erjaan

Fasilitasi pengembangan kOperaSi usaha
kecil dan menengah

10. Pengendalian lingkungan hidup
11. Pelayanan pertanahan

pengéndanan

Cw




et ;;w:g

. oleh perafu

.-Pelayanan ~ adm:mst;‘asr

- - umum
G fpemermtahan _ .

16, Urusan Wajlb Eé;hnya yang dlamanatkan
n perundang-undangan

= Saiarn urusan Wajib di atas; terdapat urusan
.,,pihhan yang. memeriukan. pengaturan lebih

Janjut:melalui perda. :Urusan. pilihan: ini-tidak
w.charus: dllaksanakan oleh: semua; daerah

-otonom; hamun tergantung pada karakteristik

j:---s=--,khusus ‘kekhasan:atau potensizunggulan
~+;.-daerah vang:bersangkutan.-Fotensi ini
- -merupakan - sesuatu-yang iil.ada dan dapat

.:I_.--mend_ore_ng -peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Conich urusan pemerintahan
.yang bersifat pilihan misalnya urusan

'___’parfwzsata kehutanan, pertanian, pertam-
bangan perkebunan penkanan )

Secara wmum. materi: muatan Peraturan
~~-Daerah - harus-sejalan dengan lea dan asas-

- -asas yang ada dalam:
240 Paneasila

2. UUD 1945 |
3 UU No. 17Tahun 2003 tentang Keuangan
. Negara

';4_.__‘UU No. 1. Tahun 20_0'4..?:entang
: Perbendaharaan Negara

: 5 UU No. 25 Tahun. 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang
i Pemerintahan Daerah

7. UU No. 33 Tahun 2004 ientang
Perimbangan Keuangan '

8. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-
2025

9. Peraturan Perundang-Undangan sekioral
lainhiya

Dalam pembentukan Peraturan Daerah,
Pancasila harus menjadi ruhnya. Pancasila
adalah grundnorm, norma dasar {ertinggi
sehingga seluruh Peraturan Daerah yang kita
buat harus mengacu pada nilai-nilai yang
terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai
dasar tersebut adalah:

1. Nilai dasar moral religius
2. Nilai dasar Kemanusiaan

P@’@ama&k@a@%@%% %re@émaﬁ%%;}% M,ng,, <Mital: ﬁaaafm%’@%aﬂ@e%“

4 Ntla! dasar Demekrasa
5 . _Nltaa dasar Keadllan soszal

Sefam ;tu RRJP:nasional yang merupakan

i .arah pembangunan nasional yang-harus
wrdijadikan rpatokan -oleh pemerintah-daerah
wadalamemenyusun RPJP Daerah-dan . RPJM
- wDaerah. Dalam wujud: konkret, peraturan
" ...-daerah merupakan instrumen: yang secara
= saciar dibuat dalam rangka mewu;udkan tu;uan
St _RPJF‘@ dan RPJMD. Oleh: karena'ity;” salah
~satu-tolok ukur perda‘yang: balk.ac%afah
- :mengacu pada'RPJPE}danRPJMD'-

Dalam pembentukan Peraturan Daerah

""pada hakikatnya pemda sedang ‘melakukan

perancangan terhadap sebtiah sitlasi sosial
tertentu di masa depan. Didalam perancangan
tersebut, pemda harus mampu m@mbangun
keseimbangan (homeostasis) kepentmgan

‘para pihak yang menjadi sasaran peraturan
~ tersebut. Mengapa keseimbangan itu sangat
* penting, karena hal ini menyangkut dud’sifat

dasar manusia yaitu manusia sebagai Homo
Economicus dan manuSIa sebagal Homo Ju-

: irrdicus :

'_ Sebagal Homo Econom:cus manusaa

_déiam hidupnya selalu. menggunakan prinsip-
_prinsip ekonomi. Manusia ingin mendapatkan

keuntungan yang banyak dengan modal yang
sedikit, atau ingin mendapatkan keuntungan
yang besar dengan modal tertentu. Dari sudut
ini, manusia dalam kehidupannya memang

- akan-berusaha untuk mendapatkan hasil 'yang

sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan
pengorbanan yang seminimal mungkin. Oleh
Karena itu apabila ada warga masyarakat yang
tidak membayar pajak, pengusaha menghindari
membayar reiribusi, dapat dipahami bahwa
dimensi homo economicusnya yang menonjol.

Sebagai Homo Juridicus, manusia dalam
hidupnya selalu. menggunakan prinsip-prinsip
hukum. Manusia ingin mendapatkan
ketenieraman, keienangan dan kepastian
terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga
negara. Dari sudut ini, manusia dalam
kehidupannya akan selalu memenuhi
kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada
dirinya dalam angka pemenuhan segala
sesuatu yang menjadi haknya. Manusia
mematuhi aturan agar dirinya memperoleh
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¥ dan _kewajlbannya

_.,_.-i-;‘gmengaiur harusiah dapat mencaptakan
& :kese;mbangan kedudukan manus:a ‘sebagai

kendala-kendala - d
”’Peraturan Daerah. ‘Sedini'mungkin, semua
" kendala ini.harus, sudah:-dapat- dipredskSEKan

'sehmgga aparat penegak hukum. mampu
menyiapkan antzszpasmya _pada saat

-“1mplementasn & e

i .;_Salah_satu faktor yang perlu:dlperhatlkan

er_aturan Qaerah adalah dihindari . adanya
- _:;ﬁg_pengaturan yang. bersnfat kﬂmmogen:k dan
Vlkt:mogemk 'Peraturan yang bersrfat
‘kriminogenik adalah peraturan yang
= "3berpeiuang/berpoten5| menimbukan kejahatan.
- Misalnya- dibuat’ Peraturan Daerah-Peraturan
““Dagrah yang bersifat koruptif dalam arti ketika
-~ diterapkan akan menimbutkan kerugian
' Keuangan ‘negara; Apabila Peraturan Daerah
sudahbersifat kriminogenik; ‘maka peluang
““-untuk- bersifat viktimogenik juga besar.
- Peraturan yang “bersifat Viktimogenik adalah
. peraturan ‘yang~ berpeluanglberpotensz
““'ménimbulkan~ "korban.: “Korbanyang
“dimaksudkan di $ini bisa’ rhanusia, hngkungan
~hidup, kemandekan investasi dan 1ain-lain.
““Misalnya pemda membuat Peraturan Perda
~tentang pengelolaan bahantambang galian C,
maka apabila  pengaturannya tidak
. -memperhatikan konservasi dan pemulihan
lingkungan, maka. lingkungan hidup disekitar
. kawasan penambangan akan rusak dan dalam
ﬁonteks ini Imgkungan teiah men}ad: xorban.

Daiam setzap pembemukan Peratu.an
Daerah, iz_c_iak___dapat metepaskar_a diri dan
apakah tujuan kita mengatur. Setiap Peraturan
Paerah yang dibuat harus mampu mewuijudkan

iupan pengaiuran itu sendm antara lain:
a. menmptakan kepastzan hukum '
b. mewujudkan keadilan;

¢. membearikan kemanfataan sosial.

'berfunga sebagai; -

pl mentas:-

C
d £

BN kedayagunaan dan’ kehas&lgunaan
9

SN mm-hw N

rsebutdiatas Peraturan Daerah haru 'dapat a

a. _aiat kontrol ses:a!
~alat rekayasa 303133 et
mekamsme miegras:

alat- pemberdayaan: sossal !andasan
. sosiologis; -

esesualan antara jems dan mai:en mua’tan
' .r'-=:dapat dllaksanakan j

o ke;e]asan rumusan

g '::keterbukaan e

. ':.-.Seiam memperhat[kan asas pembentukan

_..____dt atas, daiam pembentukan perda harus
. -__:memperhatlkan asas-asas tertentu yang
'.}_-._._menjadu rub dari materi muatan perda Asas
e yang harus terka_ndung dalam maien muatan
N perda adalah SN

1. Asas pengayoman

Asas Kemanusiaan .. .. . . .
Asas kebangsaan _

_'_;Asas kekeluargaan =~

" Asas kenusantaraan

. Asas. bhmneka ’unggal |ka

Asas Keadilan

Asas kesamaan- dalam hukum dan
pemerintahan: -

9. Asas ketertiban dan kepast;an hukum

"10. Asas kese:mbangan kesnras:an dan

: ik@se!arasan

11. Asas-asas lain sesuai dengan bldang
- hukum perda yafag dibuat. '

F’emel,aan ierhadap kebui.zhan dan skala
prioritas peraturan daerah dilakukan melalui
kegiatan analisis kebutuhan pranata hukum
daerah. Kegiatan analisis kebutuhan ini
merupakan kajian awal mengenai tingkat
kebutuhan daerah terhadap kehadiran sebuah

WL fé@ku%ﬂ%&jﬁaﬁw @@n@amrapwwﬂ wg_—;
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i ' Ppcnatulau nnn:ni-:vi-:; r\c;uu:;unaa: :nsfupar\an
¢ 'zf:--iahapawaidalam snkius “kehldupan peraturan
yang terdiri dari: S ST

a. Formulast peratg‘ran--.:_-. :

" b. 'Implementasi pératu:rén
¢. Monitoring peraturan SRR e
LaEd .Evaluass peraturan

sebagat amanat Pasal 15 UU No 10 Tahun 2004
teniang Pembentukan Peraturan Perundang~
Undangan dan PP 16° Tahun 2010 adalah
instrumen perencanaan program pembentukan
peraturan perundang- undangan di~daerah yang
disusun secara sistematis, terpadu dan terencana.
Prolegda. - disusun- -untuk. -mewujudkan
pembangunan hukum di daerah. yang selaras
dengan sistem hukum nasmnal dalam kerangka
pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas
pembarnituan: Pe’nyu‘s‘uhaﬁ Prolegda dilaksanakan
oieh DPRD dan Pemermtah Daerah’ secara
ierencana terpadu ‘dan smtematts yang
peiaksanaannya di koordmas;kan oleh DPRD
melalui Badan LeglsiaSI Proiegda memuai: program
pembentukan Perda dengan pokok materi yang
akan diatur serta keterkaitannya dengan peraiuran
perundang-undangan ia;nnya =

Prolegda dapat d;tetapkan umuk Jangka waktu
lima tahunan atau iahunan dengan berdasarkan
pada skala prioritas pembentukan Perda. Prolegda
disusun dengan’ mempertimbangkan Rencana
Strategis Daerah atau Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah. Prolegda dilaksanakan dengan
berdasarkan pada skala prioritas. Pelaksanaan
pembeniukan Perda vang tidak dapat diselesaikan
pada iahun berjalan sesuai dengan skala pnoritas,
maka program pembentukan Perda dimaksud
dapat dijadikan proiegda zahtm berskutnya dengan
siﬁaia pﬁOE‘ftaS uiama.

Program pambentuka“} Perda dalam prolegda
dapat diubah'skala prioritasnya setelah disepakati
oleh DPRD dan Pemda. Perubahan prioritas
tersebut dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal
sebagai berikut:

2 St e
ikl tertib prosedur peﬂyusunan
4 ftertab lmplementaSi hukum

SO T - T T T T T 2
a--terjadi-perabahan I\G_U*jdﬁaf'i .-'--:F’dud

pemerintah pusat;

s bu terjadi bencanaalam atau keadaan darurat
.-i.-‘-'%_c_;“"-iter;adi perubahan ﬂngkat kebu%uhan

i masyarakat

; '-Agar pembangunan substansu hukum di

“':fi'iemb asas hukum

Tertib materi muatan perda bermakna
pahwa materi muatan. tersebut harus sesuai

N dengan batas kewenangan tidak bertentangan

' "dengan peraturan yang lebih tinggi dan’ tidak
' bertentangan dengan kepentzngan umum.

~ Selain iy, materi ‘muatan perda harus dapat
'm@ncapal tu;uan otonoml cfaerah

Tertsb asas hukum bermakna bahwa ma’terl
mu__at_an perda-harus-sesuai dengan:asas

. hukum-umum-maupun asas: hukum khusus.

Terdapat beberapa asas. hukum penting yang

- -perlu dicermati.dalam membeniuk Peraturan
- Daerah, antara ain: asas lex superiori .dero-
.gale legi inferiori, asas lex spesialis derogate

fegi generalis, asas lex posteriori derogate legi

- priori, @asas non reiroaktif, asas, rasionalitas.
~ Selain itu juga harus diikuti asas-asas -yang
- sesuai dengan materi perda yang diatur. Asas-

asas lain_ yang periu untuk dijadikan

. -pertimbangan dalam membeniuk perda adalah:

a. ‘Asas pembentukan Peraturan Daerah
© yang baik, S -

b. Asas khusus yang harus terkandung dalam
: maters muatan Peraturan Daerah, '

c. Asas umum pemer;mahan yang layak dan
d. Asas/nilai dasar dalam good governancs.

Teriib prosedur pembentukan peraturan
daerah bermakna bahwa pembentukan perda
harus mengikuti prosedur yang diatur dalam
UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004
dan pp 16 Tahun 2010. Secara garis besar,
prosedur pembeniukan perda adalah melalui
tahap:

a. perencanaan hukum;
b. persiapan;




: '_"pémbahaéari o

'harmomsaS| vemkaf cian honsontal agardapat e

'.__penetapan
.'pengundangan dan
il SOSIahsaSI

e =1 Ko S

- ~“maka tidak berarti bahwa perda tersebut sudah
s 'blsa beker;a dengan sendlrmya Masih
g :d:perlukan Eangkah iangkah ‘hukum. Ian;ui:an

sindgar: perda ‘bisa: efekt:f Daiam tertlb
' -'.-;mplementasz ini; baberapa hal yang harus
' "'_:dtpersaapkan adalah ¥

a. aparatur peiaksana perda
b '3anggar_an
c. sa_réréé prasaran
d. koordinasi penegakan hukum oleh Satuan
Polisi pamong praja.
. PENUTUP
Dalam rangka membeniuk Peraturan
Daerah yang baik diperlukan beberapa langkah
awal yaitu: pertama, pembentukan visibersama
tentang beniuk ideal kondisi yang akan dituju.
Kedua, skala prioritas pengaturan mana yang

akan didahulukan sebagai batu penjuru dan
memayungi pengaiuran lainnya. Ketiga, proses

" Tertib tmplementas; hukum bermakna
i ﬁ_bahwa setelah perda. seiesaz dlundangkan

: ._d:iakukan pengaturan secara utuh dan iengkap -
: serta seiaras dan serasi dengan p@raturan Iam_ S
- yang sederajat maupun yang mempunyai:
-'-kedudukan lebih tinggi- serta sejalan dengan- -
- asas-asas hukum. Keempat, pengaturan . -
'tersebut harus mampa ‘mengarah pada-

pencapman sasaran pembangunan daiam

RPJP/RPJPD dan RPJM/RPJMD. Keiima -
._j_pengaturan tersebut . harus mampu
--.'menyelesaikan masalah yang ada, Keenam o
:pengaturan harus driakukan daiam batas:"i e
_'_kewenangaﬁ : : ;

Se;aian dengan pokok plkkl’aﬂ da atas maka e

proses pembangunan hukum di daerah secara
sistematik harus mampu menjangkau kepada
unsur-unsur dalam sistem hukum itu sendiri
yang meliputi:

substansi hukum

aparam‘r hukum (termasuk di dalamnya adalah
aparatur pembentuk hukum dan pelaksana
hukum)

budaya hukum masyarakat
prosedur dan metoda

institusi hukum (biro hukum, bagian hukum,
DPRD).
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